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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Draft Perubahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Satuan

PolisiPamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.

RENSTRA ini kami susun sebagai wujud pertanggung jawaban
kinerjia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Sawahlunto dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan
didasarkan pada Indikatror Kinerja SKPD yang tercantum dalam RPJMD
Kota Sawahlunto Tahun 2018 — 2023 perencanaan, strategis dalam

rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan RENSTRA ini masih terdapat
kekurangan, untuk itu kami sangat memerlukan kritik dan saran guna
penyempurnaan RENSTRA ini. Namun demikian kami berharap semoga
tfaporan ini bermanfaat khususnya sebagai bahan evaluasi dan penentuan
kebijakan lebih lanjut.

Sawahlunto, Februari 2022
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang 23 Tahun 2014
tentang pemerintah daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatian prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem
negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan
efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat
dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman
daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah
pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu
terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai
kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Keadaan dinamis
seperti itu tentunya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun
turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen
masyarakat daerah.
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan
Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang
penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman nomenklatur Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota, pemadam kebakaran juga merupakan bagian
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang penyelamatan
terhadap bencana kebakaran maupun non kebakaran dan bahan
berbahaya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah
menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2018-2023, namun
dalam petjalanan, perubahan regulasi pemerintahan dan dinamika
perkembangan masyarakat tentunya perlu diikuti dengan perubahan
perencanaan agar lebih sesuai dan aplikatif dalam pemanfaatannya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan
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RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan
penyusunan perubahan RPJMD. Dengan demikian tahapan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis
mutandis dengan penyusunan perubahan Renstra Perangkat
Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan
proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan
RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
disusun dalam rangka menindaklanjuti perubahan RPJMD Kota
Sawahlunto Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023
berpedoman pada perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun
2018-2023 serta mempertimbangkan sejumiah dokumen terkait
yaitu perubahan KLHS dan RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012
Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Tahun 2022, 2023.




1.2

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renstra Satpol PP dan

Damkar Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah .

Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur
Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas,
Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong
Praja.

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
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10. Peraturan Daerah Kota Sawahiunto Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5§ Tahun 2011 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5§ Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD} Kota
Sawahlunto Tahun 2018-2023.

13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahiunto Nomor 31
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah,

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Sawahlunto dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam
menyusun rencana kerja (RENJA) Tahun 2022 dan 2023 i

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2018-2023 adalah : N

|

1. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan
permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan
permasalahan terkini;

2. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah

terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah;
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3. Memberikan informasi bagi para stakeholders tentang
perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto

1.4 Sistematika Penulisan
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Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 disusun
menurut sistematika penulisan sebagai berikut :
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Sistematika Penulisan
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Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
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Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih
Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Stategis
Penentuan Isu-isu Strategis
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GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

2.1.1. Tugas Satpol PP dan Damkar

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Walikota
Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
menyebutkan bahwa Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala
Satuan Satpol PP dan Damkar berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas
pokok memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai
pelaksanaan Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana
kebakaran.

2.1.2. Fungsi Satpol PP dan Damkar

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut

diatas, Satpol PP dan Damkar mempunyai Fungsi :
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Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, Satuan Polisi Pamong

Fraja dan Pemadam Kebakaran mempunyai struktur organisasi sebagai

berikut -
KASAT POL PP DAN DAMKAR
- M.Si
NIP-19890715 198303 1 02
SEKRETARIZ
s, SYAHNAN SIMATLURANG, MM
| NP, 19540617 1985803 1 005
KASUBAG UMUM & KASUBAG
KELOMPOK JABATAM KEPEGAWALAN KEUANGAM DAN
FUNGSIOMAL FPELARPORAN

TRA, SIF
HEP 19870428 X007 2 001

WP, TReA0ES TG0 200G

I KABID PENCEGAHAN
KABID TRANTIEUM PEMAUAMAN KEHAKARAN

SLYANTD. SH DAN FEN‘I’I-ELA.HHTFH

NIP. 19440727 16802 1 002

KAS| GPERASIONAL KASI PPUD DAM PPNS KASI PENCEGAHAN KASE DAMEAR DAN
DAN LINMAS DAN INSPEKSI PENYELAMATAN
TRIBUANA, 5H
EMYLSRIAGUS, 5 Pd NP 18730232 199003 1 DOt INDRA PUTRA., 5508 NOFFLALDI ASRA
MIP. 15730414 200501 1 009 MIP. 13800324 200701 1 005 WP 1BTT1176 168203 1 002
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Rincian tugas untuk masing-masing unit kerja pada Sat Pol PP
dan Damkar Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

—

Kepala Satuan, membawahi ;

el

Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian administrasi Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian administrasi keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Trantibum, membawahi :
1. Seksi Trantibum dan Linmas serta
2. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah dan PPNS
4. Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
membawahi :
1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; dan
2. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

5. Kelompok jabatan fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon 1l dan Uraian Tugas Eselon Il

dan IV adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

~ Kepala Satuan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memberikan
pedoman dan pengarshan terhadap usaha penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Bidang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan

Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana kebakaran.
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# Fungsi

- Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan

mengevaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran:

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya;

- Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta
lembaga lainya dala pelaksanaan operasi dan pengawasan
guna tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat;

- Mengkoordinir penyidikan dan penindakan serta pembinaan
terhadap personil dan perangkat pendukung lainya;

- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Walikota
melalui sekretaris Daerah;

- Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan
sesuai bidang tugasnya;

- Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan pimpinan sesuai |

dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat
» Tugas
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran di pimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Satuan dalam mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program,

administrasi, keuangan, dan kerjasama.
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# Fungsi

- Penyelenggaraan koordinasi program kerja Satuan;

- Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan
kebijakan  teknis  dibidang pengelolaan  keuangan,
kepegawaian dan umum, dan:

- Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program
dan evaluasi antar bidang;

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
= Tugas

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin cieh

Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan

pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi  umum,

kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan

administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran.

# Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan
perelngkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

- Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
naskah Satuan serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan:;

- Pelaksanaan penyusunan dan pengadministrasian persuratan
dinas;

- Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan,
dokumentasi dan kearsipan dilingkungan Satuan;

- Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi

perjalanan Satuan;
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- Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat
dan penyelenggaraan rapat-rapat Satuan;

- Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan
kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan
aset lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;

- Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana perlengkapan Satuan;

- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas;

- Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi
perlengkapan Satuan hasil pengadaan;

- Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

- Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan
dinas;

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG,
KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian
penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan SKP;

- Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan
data dokumentasi kepegawaian;

- Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi,
mutasi pegawai, dan pengembangan karer pegawai;

- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di

lingkungan Satuan; |;
- Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai,
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya ﬂ
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4. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan

» Tugas
Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan
koordinasi penyusunan perencanaan program dan administrasi
keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam
Kebakaran;

> Fungsi
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Satuan;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang keuangan;

BIDANG TRANTIBUM

1. Bidang Trantibum
» Tugas
Bidang Trantibum dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris,
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanaan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum.
* Fungsi
- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum,;
- Penyelenggaraan kegiatan bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum;
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- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan;

- FPerencanaan kegiatan Bintalsik anggota Satpol PP;

- Perencanaan kegiatan pelatihan beia diri:

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana bagi anggota Satpol PP

- Pembagian personil dalam menjaga pelaksanaan tugas
operasional;

- Pendataan anggota Linmas;

- Mobilisasi Linmas:

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana bagi anggota Satpol PP;

- Monitoring dan evaluasi kegiatan operasional dan
perlindungan masyarakat;

- Pembagian tugas kepada bawahan dalam sesuai ketentuan
yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;

- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala
bidang;

- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai

bidang tugasnya;

3. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah dan PPNS
# Tugas
Seksl penegakan perundang-undangan dan PPNS dipimpin oleh
Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
kepala bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis
pengawasan, penyuluhan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan
dan penegakan Perda, Perkada dan peraturan perundang-

undangan lainnya.
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» Fungsi

Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang
penyelidikan dan penyidikan;

Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di
bidang penyelidikan dan penyidikan;

Penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan
dan penyidikan;

Penyiapan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan
pengendalian penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan
peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
Penyusunan bahan fasilitasi dan pengkoocrdinasian penyidik
pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan
dan penyidikan;

Penyelenggaraan pengarahan kepada masyarakat dan badan
hukum yang melanggar peraturan daerah;

Penyelenggaraan pembinaan atau sosialisasi kepada
masyarakat dan badan hukum:;

Penyelenggaraan penindakan terhadap para pelanggar perda;
Penyiapan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau
penyegelan dengan menggunakan garis pembatas polisi
pamong praja terhadap pelanggaran peraturan daerah,
peraturan walikota dan keputusan walikota;

Penyiapan bahan administrasi berkas perkara terhadap
pelannggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan
keputusan walikota;

Penyiapan bahan dan melaksanakan penyajian data dan
informasi dibidang penyelidikan dan penyidikan;
Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan di bidang
penyelidikan dan penyidikan;
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- Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan
terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan
dan bencana;

- Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan
kebakaran;

- Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;

- Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada
pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan
dan penanggulangan kebakaran;

- Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara
yang menjadi korban kebakaran dan /atau terdampak
kebakaran;

- Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran
secara integritas;

- Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan;

- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan,
pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan

- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai I

hidang tugasnya.

1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi

» Tugas
Seksi Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh Kepala Seksi
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi

e

Pencegahan dan Inspeksi.
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» Fungsi

- Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian

kebakaran dan penyelamatanserta inspeksi peralatan proteksi
kebakaran;

- Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan
dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran:

- Pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan
kebakaran {balakar} serta sosialisasi dan edukasi dalam
pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha:

- Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan,
diantaranya penyediaan dan pemutakiran peta relawan
kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi
kebakaran;

- Melakukan program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan
kebakaran dan penyelamatan;

- Melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan
dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan
penyelamatan;

- Fasiltas dan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat
dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan
penanggulangan kebakaran;

- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada kepala

bidang;

- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai

bidang tugasnya.
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2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
» Tugas

Seksi pemadam kebakaran dan penyelamatan dipimpin oleh

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas di seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.

» Fungsi

Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
seksi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
Penyelenggaraan kegiatan seksi pemadaman kebakaran dan
penyelamatan;

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi
pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

Pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemadaman kebakaran
dan penyelamatan;

Pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran pada saat
peristiwa kebakaran dan  pelaksanaan  operasional
penanggulangan kebakaran sesaat setelah peristiwa
kebakaran;

Pelaksanaan hubungan informasi dan komunikasi yang
menyangkut peristiwa kebakaran,

Pelaksanaan dan membernkan bantuan teknis dalam upaya
pemadaman dan penanggulangan kebakaran;

Penyusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan
pendataan gedung-gedung dan tempat fasilitas umum yang
rawan kebakaran;

Peningkatan dan pengembangan metode peralatan dan
kemampuan personil dalam upaya pencegahan,
kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;
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- Penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan
komunikasi penyelamatan dan evakuasi serta
penyelenggaraan commad center

- Penyelenggaraan tm penyelamatan dan evakuasi,
penyelenggaraan penyelematan dan evakuasi korban dan
terdampak kebakaran serta pendataan dan verifikasi faktual
warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak
kebakaran;

- Penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi,
penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi
membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran
lainnya; dan

- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

» Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyal tugas
pokok melaksanakan tugas teknis daerah pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran secara profesional dan
sesuai  keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Satpol PP dan Damkar

2.2.1 Sumber Daya Manusia
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kontrak Daerah pada Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto
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Keadaan 1 Oktober Tahun 2021 berjumiah 145 Orang yang terdiri

dari :
-PNS : 59 Orang
- Kontrak/PTT : 86 Orang

dengan perincian sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat / Golongan

(ASN) :

Il No || i Pangkat -_.l_l_T.n—F W

1 Pembfnaﬁama K Ve EE

2 | Pembina Utama Madya _ IV.d -

3 | Pembina Utama Muda e 1 Orang

4 | Pembina Utama TK | IV.b 1Orang |

5 | Pembina IV.a 1 Orang

6 | Penata TK.| li.d 4 Orang

7 | Penata ll.c 3 Orang

8 |PenataMuda TK1 Iib 6 Orang

9 Penata Muda Hl.a 8 Orang

10 | Pengatur TK.| ild 17 Orang

11 | Pengatur Il.c 11 Orang
12 | Pengatur Muda TK.I ib 5 Orang

13 | Pengatur Muda Il.a 1 Orang

14 | Juru TK | Id - #

15 | Juru le - |

16 |Juru Muda TKI I.b 1 Orang

17 |JuruMuda La -

- JUMLAH : | 59Orang
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4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Penempatan Personil :

|__ = EEE—

1 Kepala Satuan 1 -
[ 2 Sekretariat 8 Orang | 9 Orang
3 Bidang Trantibum 31 Orang 35 Orang
4 Bidang Damkar 21 Orang 42 Orang
JUMLAH | 59 86 l

2.2.2 Sarana dan Prasarana
1. Sarana

Jumiah Sarana Prasarana sebagai berikut -

I T ) I

1 | Kendaraan Roda Enam 3] Unit
2 Kendaraan Roda Empat 4 Unit
3 Sepeda Motor 6 Unit =
4 | Motor Trabas 2 Unit =
5 Laptop 9 Unit
6 Komputer PC 4 Unit
7 |Printer =7 Unit
8 Lemari Arsip 4 Unit
| 9 | Billing Kabinet 1 Unit
10 II Kursi Kerja Eselon 10 Unit
11 Meja Kerja Eselon 10 Unit
| 12 | Kursi Kerja Staf 13 Unit
13 | Meja Kerja Staf 13 Unit
14 | Kursi Tamu 2 Unit
15 | Air Conditioner /AC ' 6 Unit

RENSTRA FERUBAHAN SATPOL PP DAN DaNKAR J1HE-2023 %




2.3

RENSTRA PEHUBAHAN SATPOL PP DAMN DAMRARK 2618 2025

16 | Meja Reseptionis

17 Kursi Rapat

2. Prasarana
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terletak
di Jin. Kebun Jati No.1 Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota
Sawahlunto dengan luas bangunan + 17 x 19 m2 dan memiliki
gudang yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi yang luasnya 3
x3m2.

Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar

Dalam bagian ini berisi kajian terhadap kinerja pelayanan
Perangkat Daerah periode sebelumnya Pembahasan tentang analisis
pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto selengkapnya dapat dilihat dari
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto. Selengkapnya seperti dalam
tabel 2.1 berikut :



Tabel.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Sawahlunto

T CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
Indikator e Target RGN 2018 2018 2020
No e NSPK Indikator : |
Kinerja IKK Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Reallsasi Capaian

SEN i | Kinerja Kinerja Kinerja
{11 {2} {2 {4} {8} {8} 7 {8 {8) {10} {11} {12} 113} {14}
1| Parsentase W
| penanganan 100% 100% . B 85 100% 85 85 100% 65 65 100%
gangguan
ketentraman
dan ketertiban
umum  yang
tersalesaikarn
2 | Persentase
penanganan 100% 100% . 180 220 122% 180 222 123% 180 558 310%
kasus
pelanggsran
Parda
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Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa capaian pada setiap indikator
berbeda untuk indikator 1 dapat memenuhi target yang ditetapkan pada
tahun akhir Renstra sampai dengan tahun 2020,

Sedangkan untuk indikator 2 capaian realisasi melebihi target dari
yang ditetapkan dikarenakan tingginya angka pelanggaran perda pada
setiap tahunnya, disamping itu pula tingginya angka kasus pelanggaran
covid-19 yang melanda dunia saat pada 2 tahun terakhir ini menyebabkan
realisasi capaian selalu melebihi angka diatas 100 %.

Pada indikator 3 capaian realisasi yang tidak pernah mencapai
angka 100 % dari target yang ditetapkan terhadap kasus kebakaran
dikarenakan dari tahun ke tahun angka kebakaran menunjukan grafik yang
melandai ditandai dengan semakin menurunnya kasus kebakaran vang
terjadi dan tahun ke tahun.
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Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Sawahlunto

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | Rasia antara Reaiisasi Fate-Tate &
L] dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
i 2 3 1 2 | 3 1 2 3 Anggaran | Realisasi |
{2018} {2019} {2020} {2018} {2019} {2020} {2018} | {2019} | {2020} %) (%}
{1} 12} 13} {4} 15} {5 {7 {8} 19 [0} EEn iz
BELANJA .
TIDAK 4.601.030.074 | 4.895.173.745 | 4.913.673.859,18 | 4.554.327,764  4.644.302.649 | 4.726.285.502 98.98% | 84.88% | 86,10% -0,84 0,85
LANGSUNG
BELANJA - 3
IRl 3.480.152.565 | 4.186.675.334 | 3.158.311.899,00 | 3.415.226.472 | 3.763.748.981 | 3.094.919.923 97,88% | 89.66% | 97,99% -0,70 -0,70
!
JUMLAH B.080.191,629 | 9.081.848.079 | 8.071.965.756,18 | 7.969.554.236 | ©.388.051.630 | 7.821.205.515 98.51% | B2,47% | 96,89% 0,67 0,67
|

al
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Di sisi anggaran dapat dilihat dari tabel 2.2 bahwa anggaran Satpol
PP mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Dalam perjalanannya
mengalami penurunan dikarenakan adanya pemotongan anggaran dan
rasionalisasi serta refoscing. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa
rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunar
selama 3 tahun terakhir sebesar -0,67 % .

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan
Damkar

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD :

1. Potensi pelanggar peraturan daerah, Gangguan ketentraman dan
ketertiban umum ( Trantibum ) semakin meningkat.

2. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

J. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan serta keselamatan masyarakat
belum optimal.

4, Pesatnya perkembangan teknologi informasi

5. Pola Satpol PP dan Damkar dengan stakeholder belum optimal.

6. Heterogenitias kelompok masyarakat yang baik dar sisi agama,
etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan kota
Sawahlunto menyimpan berbagai potensi konflik sosial.
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Peluang yang bisa diambil dalam pengembangan pelayanan adalah :

1. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran.

2. Adanya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.

3. Adanya Peraturan Perundang — Undangan yang mengatur tentang
keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
karena keberadaannya telah ditetapkan di dalam Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 148,
di samping itu mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Hak dan Kewajiban
serta Kewenangan telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran, Peraturan Pelaksana juga telah diatur di dalam
Permendagri, termasuk masalah Pakaian Dinas, Perlengkapan dan
Peralatan juga telah diatur di dalam Permendagri. Hal ini merupakan
satu peluang untuk berperannya Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran secara maksimal dalam mengemban tugas.

4. Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait. Eksistensi Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diperlukan dukungan
DPRD, karena tanpa dukungan dari DPRD akan sulit operasionainya,

terutama dukungan legeslasi dan alokasi anggaran operasional.

5. Adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dukungan masyarakat
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merupakan peluang besar bagi pelaksanaan tugas Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, karena tanpa dukungan
yang positif dari masyarakat, maka keberhasilannya pelaksanaan
tugas kurang optimal dan membawa dampak yang kurang baik.

6. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang periu dikawal
dan ditegakan pelaksanaannya. Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota merupakan obyek yang harus dikawal penegakannya oleh
Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di
harapkan.

7. Adanya dukungan program kegiatan dari instansi terkait. Untuk dapat
terlaksananya Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam
Kebakaran perlu dukungan dari instansi terkait, karena dengan
adanya dukungan tersebut program dan kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan dapat dilaksanakan

dengan baik.
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PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Pelayanan Satpol PP dan Damkar

Permasalahan keamanan dan ketertiban serta keselamatan terhadap
masyarakat merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang
ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan
secara normmal, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya
upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban tidak dapat
dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketentraman umum serta
perlindungan masyarakat . Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
Satpol PP dan Damkar tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan
dengan ketentraman dan ketertiban umum sera perlindungan dan
keselamatan masyarakat yang merupakan kerjasama terpadu semua
pihak, khususnya pemerintah dan masyarakatl. Secara umum pemerintah
telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan
masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan serta keselataman masyarakat.
Mamun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil
yang dipercleh juga belum dapat sepenuhnya optimal, dan hasil yang
diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi
ketentraman, ketertiban umum dan perindungan masyarakat secara
ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Indentifikasi masalah tersebut antara lain :




e st

Belum optimainya ' Kurangnya kapasitas m
partisipasi aktif dan kemapuan
masyarakat dan anggota linmas

anggota linmas untuk
terus memelihara
ketentraman dan

ketertiban umum.

4 | Masih rendahnya | Tingkat kepedulian | Kurangnya = i
pengetahuan  masyarakat | masyarakat terhadap | sosialisasi yang !
tentang penanggulangan | bahaya kebakaran | dilakukan cleh r
terhadap bahaya kebakaran | yang masih rendzah Personil Pemadam

Kebakaran kepada
masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan
perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi ini
menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa
jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun ke
depan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangakaian
misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang akan dicapai melalui
program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap
visi kepala Daerah Kota Sawahlunto 2018-2023 adalah sebagai berikut :

* Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai i
Kota Wisata Yang Kreatif, [novatif, Unggul, Bermartabat,

Berkeadilan dan Sejahtera ™
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Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan
kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan
Kota Sawahlunto dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di

lingkup nasional maupun gobal. Penjabaran makna dari Visi Kota
Sawahiunto tersebut adalah sebagai berikut -

Melalui Visi tersebut diatas, juga telah ditetapkan Misi
Fembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
yang mana pada Misi ke Empat dan Misi Ke Tujuh Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat berperan dalam
mendukung misi tersebut yaitu :

Misi 4 :
Menghadirkan Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dan

Misi 7 .
Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai

Merupakan suatu landasan yang sangat penting dalam
managemen pemerintahan, hal ini bertujuan mewujudkan pemerintahan
yang Kreatif Inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera
dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan dititik beratkan, antara lain, pada : Peningkatan
pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-
prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Penerapan nilai-nilai
etika aparatur untuk membangun budaya kerja yang mendukung
produktivitas kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum
yang prima kepada masyarakat. Peningkatan keterlibatan lembaga non-
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pemerintah,

dan masyarakat

dalam  pengambilan

partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

keputusan
pembangunan pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Fasilitasi
pengembangan dan pembentukan forum lintas pelaku sebagai wahana

Beberapa faktor berpengaruh pada pelaksanan tugas dan fungsi
Satpol PP dan Damkar diantaranya

Tabei 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto

Faktor
VisiiMisifProgram | Tugas Pokok Dan
Parmasalah
MNo Kerja Fungsi Satpal PP Pendorong Penghambat
Walikota/Wakil Damkar =
Walikota
{1} {2} {3k {4} {5} {3

VISl - :
Pengan | Memberikan Tingginya Adaryadasar | ® Kurangnya
Kebersamaan Kita | pedoman dan kasus hukum yang kesadaran
Wujudican pengarahan terhadap | pelanggaran jelaz masyarakat
Sawahlunto usaha perda di Kota terhadap
Sebagai Kota penyelenggaraan Sawahlunto Koordinasi peraturan
VWisata Yang urusan pemerintal lintas dan antar
Kreatif, Inovatif, bidang ketertiban stakeholder ® Terbatasnya
Urnggul, umurm dan baik Jjumiah dan
Bemartabat, ketentraman kualitas
Berkeadilan dan masyarakat serta sarana
Sejahlera peflindungen prassrang

masyarakat, daerah
MIS] 4: | penegakan
Menghadirkan Peraluran Daerah
Pemarintahan yang | dan peraturan
Baik, Bersih dan Walikota sebagai
Inovatif

I pelaksanaan Perda,
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MISI 7 : serta Masih ®  Adanya ®  Anggaran
Meningkatkan penanggulangan rendshnya sosialisasi farbé tidak
kesispsiagaan bencana kebakaran | pengetshuan tentang remadai
warga kota dalam rmasyarakat penanggulang untuk
antisipasi dan tentang ‘an  kebakaran mengadakan
penanggulangan penanggula terhadap sosialisasi dan
bencana ngan terhadap masyarakat penyuluhan

xebakaran ®  Adanya
personil
pemadam
kebakaran

berkualitas

Program :
®  Peningkatan
keamanan

dan
kenyamanan
lingkungan
{Patroli
daerah}

® FPemeiiharaan
kantrantibmas
dan
pencegahan
tindak
kriminal

®  Peningkatan
pemberantas
an penyakit
masyarakal

® Pencegahan
dan
penanggulang
=n bencana
kebakaran

@  Peningkatan
kesiapsiagaa

S n dan |
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REMSTRA PERUBAHAN SATROL PP DAN NAMKAR 201 5-200%

adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan
Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umurm serta ketentraman
masyarakat dan perlindungan terhadap keselamatan jiwa masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya Satpol PP dan Damkar
menetapkan 3 sasaran. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka
menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam
Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah ialah hal ini sasaran
renstra Pemerintah Kota Sawanhlunto, tetap memperlihatkan konsistensi
dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar
dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan
penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat,
yang hal ini tentu saja sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP
dan Damkar Kota Sawahlunto.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi
Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat
faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi
keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota

Sawahlunto.




Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah

Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sumatera Barat

Faktor
Saszaran Jangka Tugas Pokok Dan 1
No Menengah Fungsi Satpol PP Perlr;a:aiah Pendorong Panghambat
Kementerian Damkar
Dalam Megeri
n {2} BN {8 {5} {8}

1 Fenguatan Memberikan Tingginys Adanys dasar | Kurangnys
penyelenggaraan | pedoman dan kasus hukum  yang profesionalism
pemerintahan pengarahan terhadap | pelanggaran jelas dalam e anggota
umLIm yang usaha perda di Kota melaksanakan | Satpol PP dan
merupakan penyelenggaraan Sawahlunio tugas Damkar
program leknis urusan pemernntah
dengan fujuan ‘bidang ketertiban Adanya Terbatasnya
meningkatkan umum dan kebersamaan jumlah dan
sinergitas ketentraman dalam satu kualitas
hubungan pusat- masyarakat serta komando Sarand
daeran dalam perlindungan dalam prasamna
penyelenggaraan masyarakat, pelaksanaan pendukung
pemernntahan penegakan penegakan tugas
urmurm dengan Peraturan Daerah perda dan
pembinaan dan peraturan menjaga Kurangnya
kalenlraman, Vialikola sebagai frantibum jurmlah
ketertiban dan pelaksanaan Perda, porsonil Satpol
perdindungan serla Tingginya PP dan
masyarakat penangguiangan komitmen Damkar

bencana kebakaran. anggola Satpol
PP dan
Damkar dalam
melaksanakan
tugas
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Sawahlunto  mempunyai
perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik maupun sosial
ekonomi. Ditambah lagi fungsi kota sebagai kota wisata bekas tambang
yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya
di Kota Sawahlunto. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar
tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan
Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Sawahlunto yang mana didalamnya diatur tentang
pemanfaatan ruang kota Sawahlunto sehingga pembangunan tetap
dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan
karateristik Kota Sawahlunto. Saat ini Kota Sawahlunto telah menjadi
Geo Park Nasional, maka kunjungan wisatawan akan semakin banyak
dan memacu pertumbuhan pedagang kali lima (PKL) yang sernakin
bertambah seriring dengan perkembangan kota kedepannya. Untuk itu
disarankan adanya kawasan khusus pedagang kaki lima (PKL) untuk
mengkoordinirkan pedagang kaki lima yang ada saat ini dan yang akan
terus bertambah dimasa yang akan datang agar tidak berjuaian
disepanjang jalan yang membahayakan lalu lintas berkendara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun
2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan
bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana dan/atau program (KRP)
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3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi
pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun
sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, Isu Strategis
merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,
mendesak bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan
menimbulkan permasalahan dimasa datang dan dapat menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka
panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya
adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Sawahlunto yang
terjadi di masyarakat, tahapan penegakan peraturan Daerah Kota
Sawahlunto masih dilakukan secara parsial. Dari permasalahan-
permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka
menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, selain membutuhkan kompentensi aparatur penegak
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto, juga diperlukan kontribusi,
partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari
segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itu maka isu strategis
dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serfa perlindungan
masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Paolisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dirumuskan “Perlunya
Pemantapan Partipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam
mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
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Masyakarat yang di dukung sinergrasi integrasi Sistemn Informasi
Manajemen Penegakan Perda”

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana
telah dikaji pada sub-sub sebelumnya, maka diperoleh Isu-isu strategis
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang akan
ditangani pada periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

Maraknya kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah:
Masih adanya potensi gangguan trantibum di Kota Sawahlunto;
Belum maksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam
menjaga ketentraman dan ketertiban umum:

4. Terbatasnya jumlah personil anggota Satpol PP yang mempunyai
kapasitas PPNS, sehingga proses penegakan perda belum bisa
optimal;

5. Terbatasnya jumlah personil Damkar yang mempunyai sertifikat
keahlian dalam hal pemadam kebakaran;

6. Terbatasnya sarana prasarana operasional yang digunakan dalam
mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran;

7. Tidak memadainya anggaran yang mendukung pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar pelayanan wajib bagi

masyarakat di Kota Sawahlunto.
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4.1

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar

Tujuan dan perencanaan sfrategis sesuai dengan visi dan misi
Walikota Sawahlunto yakni Meningkatkan Nilai Wawasan Kebangsaan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kota Sawahiunto,
Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2018-2023, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan Tujuan sebagai
berikut :

Tujuan :
“Menurunnya tingkat Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat di Kota Sawahlunto.”

Ketentraman dan ketertiban masyarakat ini diartikan dalam
cakupan yang luas, dengan unsur didalamnya meliputi penegakan
peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi, upaya
peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini
pemenuhan rasa aman dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi
konflik vertikal dan horizontal, termasuk juga dengan perlindungan
masyarakat yang di dukung oleh peningkatan kualitas SDM Satpol PP
dan Petugas Linmas serta peran masyarakat dalam turut menjaga
ketentraman dan ketertiban di Daerah.

indikator tujuan Satpol PP dan Damkar yakni :
“Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda”
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dengan tiga sasaran yakni

1. Sasaran 1: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban
masyarakat serta penegakan perda

2. Sasaran2: Terwujudnya lingkungan yang aman, tentram dan
nyaman di tengah masyarakat

3. Sasaran 3: Meningkatkan pelayanan Penanggulangan bahaya
kebakaran

Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program
yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan fungsi dan
ketugasan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yaitu Program
Peningkatan Ketentraman dan Ketertban Umum dan Program
Pencegahan, FPenanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran, Gangguan ketentraman dan ketertiban
umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan
masyarakat, karena apabila suatu daerah di anggap tidak aman, tidak
tertib dan tidak tentram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi
dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan
akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan
ketentraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan
dengan baik melalui upaya preemtif, preventif maupun represif.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi
Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1
sebagaimana berikut ini :
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Penegahan | keterliban ‘ yang masuk x
Perda | umum yang 100
terselesaikan
Tenwujudnya Persantase dumilah kasus
fingkungan vang | penanganan pelanggaran 100 10¢ 100 100 100 *00 100 100 100
aman, tentram kasus _ perda yang
dannyamandi | pelanggaran terselesalkan /
tangan parda Jumilah kasus
masyarakat pelanggaran
parda yang
masuk x 130
Maningkatkan Persentase Jumlah kasus
Palayanan panangaran | kebakaran yang 1 100 100 1€ 100 100 100 100 100
Penanggulanga kasus | tersalesaikan J
n Bahaya kebakaran di | Jumilah kasus
' Kebakaran Kota | hbal_car_an WEng
Sawahlurta masuk s 100




Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat capaian kinerja untuk indikator 1
tercapai 100 % dari target yang telah ditetapkan dari tahun 2018 sampai
dengan tahun 2020, hal ini menunjukan bahwa patroli yang dilakukan
oleh personil Satpol PP berjalan dengan baik.

Pada indikator 2 capaian realisasi lebih dari 100 % dari target yang
telah ditetapkan dari tahun 2018 sampai tahun 2020.hal ini menunjukan
bahwa pelanggaran perda di kota Sawahlunto masih sangat tinggi
dengan ditandainya angka pelanggaran perda yang semakin tinggi dari
tahun ke tahun.

Sedangkan untuk indikator 3, capaian realisasi tidak mencapai
100 % dari target yang ditetapkan dikarenakan kasus kebakaran yang
semakin menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 seperti
terlihat pada tabel diatas.
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Tabel 4.2
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satpol PP dan Damkar Tahun 2021-2023

TARGET TAHUN KE-

INDIKATOR
SASARAN foi !
NO TUJUAN TUJUAN/ SAT DEERMS Kondisi
STRATEGIS e OPERASIONAL {DO} 2021 2022 2023 Akhir
=== _ Renstra
{1 2 3 I & R i oy [ {10}
Menurunnya Fersentase Jumlah kasus
it it penurLnan kasus o, pelanggaran perda tahun 0,044 0.046 0,048 0,139
ngkat gangguan palanggaran perda {n=1} - jJumiah kasus
ketantraman dan pelanggaran perda tahiin
ketertiban {pﬂ"im”"m;mmhnup:urﬂn‘ tahin
masyarakat di Kola {n} x 100 %
Sawahlunto
Pesentase Parda % {dumlah perdetporkada
dan Perkada yang yang memuat sankst yang 100 100 100 100
ditegakan/ jJumlah
isatan keseluruhan parda dan
perkada yang memuat
sarhsil x 100 %
Parganiase ' {Jumlah pongaduan yang
Gangguan dltl.n::nl / ]umli-h_ 100 100 100 100
Trantibum yang pengaduan pelanggaran
danat diselesaikar yarg masul) x 100 %
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waktu tanggas aleh

1 | Meningkatnya Persentase Jarmilah Kesus yang 100 100 100 100
Kelentraman dan penangensn terselesaikan { Jumlah
Ketertiban Masyarakat | gangguan kasus vang masuk x 100
serta Panegakan Perda | ketentraman dar
ketertitan umum
yang terselesaikan
2 Terwujudnya Persentase Jumiah kasus 100 100 100 100
Hrgkungsn yang aman, | penanganan kasus pelanggaran perda yang
tentrarm can nyaman di | pelanggaran perda tersalesaikan / Jumlah
tengah masyarakat asus pelanpgaran
perda yang masuk x 100
| Menirgkatkan Persentase Jumilah kasus kebakaran 100 100 100 100
Pelayanan pandnganan kasus yang ferselesalkan /
Penanggulanaan keogkaran di Keta Jurniah kasus keoakaran
Bahaya Kebakaran Sawahlunto vang masuk ¥ 100
Persentaza Jumlah layanan
4 Petayanan ‘pemadaman, 100 100 160 100
Fenyelamatan dan penyalamatan dan
Evakuasi Korban avakuasi korban dan
Kebakaran terdampak kabakaran di
Kabupateniota dalam
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Dinas Pemadam
Kabakaran dan
Penyzlamatan/Peranghat
Daerah di tsmbah
jurniah fayanan
pemadaman di
Kabupaten/Kota dalam
Hngkat waktu tanggap
clah raawan kebakaran
yang dibentuk

5 Wakitu tanggap
{Easpon Tima}
Penanganan

Kebakaran

Menit

Rata-rata wakiu tanggap.

. Dihitung dari pelaporan,

panylapan tim dan
peralatan, jarak tempuh
dan keslapan
pemadamzn kebakaran

20

20
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Pada tabel 4.2 hanya di isi dengan target kinerja yang akan sedang
laksanakan pada tahun 2021, dan yang akan dilaksanakan pada tahun
2022 dan tahun 2023 sampai dengan kondisi akhir renstra sesuai dengan
sasaran strategis yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran dengan target masing-masing indikator
terselesaikan adalah 100 persen untuk indikator 1 100 persen untuk
indikator 2 dan 100 persen untuk indikator 3, karena baik target maupun
realisasi harus 100 persen dikarenakan trantibumlinmas merupakan
kegiatan yang bersifat pelayanan dasar dan menjadi Standar Pelayanan
Minimal {SPM}.
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong |
Praja dan Pemadam Kebakaran merumuskan strategi dan kebijakan
yang harus menunjukan relevansi dan kosistensi antar pernyataan visi
dan misi RPJMD Tahun 2018-2023 berkenaan dengan tujuan, sasaran,
strategi dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP dan Damkar Kota
Sawahlunto dalam rangka mewujudkan misi Walikota memperkuat moral,

etika dan budaya masyarakat Kota Sawahlunto diantaranya melalui :

1. Peningkatan Ketertiban dan ketentraman masyarakat
2. Peningkatan Perlindungan kepada masyarakat

3. Penegakan peraturan perundangan

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai
perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di targetkan.
Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan inl diharapkan dapat i
menjadi acuan bagi Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto sebagai

pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketentraman
dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan
kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur,
akuntabel dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan.

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :
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Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebelum Perubahan

VISl :

Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota

Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan
Sejahtera

Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

Tujuan

Meningkatkan nilai
wawasan
kebangsaan,
ketentraman dan
ketediban umum
masyarakat kota
Sawahlunto

Sasaran Strategi Kebijakan
Menurunnya Peningkatan Meningkatkan
tingkat gangguan | moral, etika, | kesadaran
ketentraman dan | tenggang rasa dan | masyarakat dalam

| ketertiban semangat penegakan perda
| masyarakat di | kekeluargaan
Kota Sawahlunto | dalam aktifitas
kehidupan
' masyarakat
‘ sehan-hari

Menyediakan
infrastrukiur kota
berkualitas dan
berwawasan

lingkungan

Meningkatnya
kesiapsiagaan
warga kota dalam
| antisipasi dan
penanggulangan
bencana

Memperkuat
komitmen daerah
terhadap
penegakan
perdalregulasi

Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata dan Memadai

Peningkatan
kesadaran
masyarakat dalam
pencegahan dan
penanggulangan
bencana

kebakaran melalui
edukasi dan
sosiglisasi
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Meningkatkan
kesadaran
masyarakat dalam
pencegahan
penanggulangan
bencana
kebakaran

38




Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan setelah Perubahan

Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartahat, Berkeadilan dan

VISI : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota
Sejahtera

Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan nilai | Menurunnya Peningkatan Meningkatkan
wawasan tingkat gangguan | moral, etika, | kesadaran
kebangsaan, ketentraman dan | tenggang rasa dan | masyarakat dalam
ketentraman dan ketertiban semangat penegakan perda
ketertiban umum | masyarakat di | kekeluargaan
masyarakat kota Kota Sawahlunto | dalam aktifitas
Sawahlunto kehidupan

| masyarakat
sehari-hari

Meningkatkan
keamanan dan
kenyamanan
masyarakat

Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata dan Memadai

Menyediakan Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan
infrastruktur kota | kesiapsiagaan kesadaran kesadaran
berkualitas dan | warga kota dalam | masyarakat dalam | masyarakat dalam
berwawasan antisipasi dan | pencegahan dan | pencegahan [
lingkungan penanggulangan penanggulangan penanggulangan
bencana bencana bencana

kebakaran melalui | kebakaran

edukasi dan

sosialisasi
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BAB Vi
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

FProgram dan kegiatan vyang akan dilaksanakan sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut -

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Dengan kegiatan antara lain :
| 1) Pengendalian Keamanan Lingkungan

2) Pemantapan Kinerja Linmas

b. Program Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal.

Dengan kegiatan antara lain :

1) Penunjang Operasional PPNS

2) Pelatihan Mental dan Fisik Anggota Linmas

3) Pembinaan Ketaatan terhadap PERDA bagi Generasi Muda dan
Masyarakat

4) Pengamanan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah

5) Pengamanan Pelaksanaan Pilgub

6) Pengamanan Pelaksanaan Pilpres, Pileg dan DPD

¢c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat |
Dengan kegiatan antara lain :
1) Operasional Tim SK4

FENSTRA FERUDWAAR SATELL PP DAN DAMFAR 201 8-20E3 o




d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran
Dengan kegiatan antara lain :
1) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
1) Penyuluhan pencegahan kebakaran
2) Operasional Lapangan Damkar

Pernyataan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta indikator kinerjanya
disajikan dalam tabei 6.1 sebagaimana terlampir
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Tabel 6.1
Capaian Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto

Indikator Targat Kinerja Program dan Merangka Pondandan

Kinerja Data fal-lit

Tujuan, Capalan == Penang | Loka

" i Ak Sesaran, pada Tahun 20148 Tahun 2013 Tehun 2020 qung i
Tujuan | Sasaran : Eagiian Program Tahun I dawah
M {Outcome} Swval Targat Target
ean Perenca Target Realisasi Kinarja Realizasl Kinarja Aealisas|
Keglatan Lol Kiner|a "
{Cutput K
K Rp K Rp Rp
i 2 3 " 15 m m o [ 10 1 ] o3 14} 119 i bm

Meninghatkan Persentaze
nilai  Wawagan Penegakan
Kebangsaan, Perda
ketentraman
dan  ketertiban |
umum
masyarakat
Faota
Sawahlunto
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| Weningkatnya Persontase ] |
| Ketentraman penanganan
dan Ketertiban gangguan
Mazyarakat ketentra
serta man  dan
Penagakan ketertiban
Perda umUm yang
tersalesal

Pragram Persentase 00 100 100 46.876.275,- | 100 100 28.685850,- | 100 100 29.390.550,- | SATPOL | SwiL
Peningkatan gengguan PP
Keamanan dan | keamanan
Kenyarmanan yang

Linkungan tertangani
sacam

| tarpadu

Pengetdatian Jurmlah (i a5 85 286275, a5 &5 ZREE6BENL. B (i 28.390.560 - | SATPOL Sl
Kemapanan Peneriban PP
Lingkiinparn fan

Pegaina
nan  yang
dilakulan
[kalij

Pemantapan Timian 370 | a0 30 | 21759000~ | 0 0 0 0 0 U | SATPOL | WL
Kirarja Linmas Anggos | I e
l LIRS vang | |
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meagiket
peiatihan
iorang)
Terwujudnys Persuntase
lingkungan penanganan
yang  aman, asLes
tentram  dan pelangga
nyamTEn dl ran perda
tengah
masyarakat
Frogram Parsantase 700 700 00 | 149.806.500 | 100 100 | 123.833.675.- | 100 100 | 55822600,- | SATPOL | SWL
Pemeliharaan Ponogakan PP
Kantrantibmas | Perds
dan
Pancegahan
Tindak Kriminal
Penunjang Joman 65 155 168 849,250 | 85 72z 11.879.790,- | 165 856 | 11.138.100- | SATPOL | Bwi
Oparasicral kasus  vang [=12]
PENS {artangani
{berkas)
Pelatlnan Menial | Jumian 70 are 370 | ZreiETEG- | ar0 | &0 471 288 B0 0 i SATFGL | aWL
dan Fla | Linmas yang PP
Anagota Linmas mnglkut
pelatifian
forang)
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[PFembinaan | Jumian 1060 1050 [ 7080 | Er.0BB000- | 1050 | ~.080 60.747 750 | 1080 | 1630 | 44.4BE500- | SATPOL | SWL
Ketastan peseria yang i
Tarhadzp merg kuti

PERDA  tagi | pembnaan
Generas!  Muda | (arang)

dhan Masyarakal
Pengamanan Tabapan T3 22 22 £5 BE4.500 - o ] 0 0 ] 0| SATPOL | S
Pgizksanaan peizkaanasn EP

Pammilu  Kepala Pengarma

Daafah/iaki| nan  Filksda

Kepaia Daetah | (Kali

Pengarmaran Tahapan 2z a 9 - 0 " o [1] 0 0 [ SaTPOL | Sl
Baigkeanaan peiaksanzan PR
Sigub Pairgarma
nan  PFilgub
{Kalh)
B Pengamanan Tahapan 2= 72 22 | &eaqEn- | 0 0 i i - EER 0| SATPOL | oW
Pipres, Pileg dan | pelaksdnaan Bp
DR Hepgama
man  Pllpres:
Pilag  can
ORD {Kali]
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Jumiah '
masyarakat
yang
manglkutl
Program sosiallsasl
Pening katan Pakat
| Pemberantesan | [arang)
Penyaklt .
Masyarakat | Parsantase 100 T3 w7 .202.500 - 85 a 1] 76 50 45731500, | SATPOL | SAL
Penhurunan PP
Penyakit
Masyarakat
%)

Operasicnal K4 palaksanann 12 T R 2.202 800 - 12 @ i & z 45735D0- | SATPOL | Swi
cparasi TIM PP
Sk (kal)

'.mnln«gﬂmm Persentase
Peldyanan Peniangs

Panaggula nan kasus
ngan Bahaya kebakaran
Kebakaran i Keota
Sawahlunto
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RENSTRA FERUBAHAN SATPOL PP DAY DAMKAR 30182023

Program Jumiksh 100 100 00 37.271.425 | 100 100 8011075, 10D 160 102321800 | DAMKAR | SwL
Penicegahan hasus
dan Penanggula | kebalaran
ngan  Bencana | yang
Kehakaran ditangari|
Recard
terpadul
Total
Jumtah
kebakaran
| x100%
- | Penyuluhen dan | Jumiah BD 50 50 20478 300 - 0 A0 22,958 3TE;- o [E] a CAMEAR Sl
" | Pencegatan Feserts yang | -
Hahava ekt
Kebakasan Fanydiuhar
{ceang)
Paningkatan Jurnlah 52 50 28 16.855,126, &0 [ 14135 800~ Hilx B 102.331.800 DAMEAR SL
Pelayanan kagus.
Penanggula kebakaran
ngan  Bahava | wang
Kebakaran terlayani
[LEET
Fragram Persantase 100 100 100 100 100 106 100 DAMKAR | SWL
Peningkatan Her|asama
Kesiagaan dan | Penangs
: Pencegahan i
i Bahaya Pencegahan

at




Kebakaran (£
Program Tersedianya 12 A2 12 PRI ] 12 2470470257 12 12 LAOLT05473 | SATPOL | SWL
Pelayanan gafana  dan PP
Administras| prasarana CRAPAK AR
Parkantoran adminlatras|

perkatitoran
Frogram Tersedlanya 12 12 12 ET0.802.033 12 12 THE.T00.044 iz 12 483.841.000 | SATPOL | Swi
Peningkatan saransg  dan PP
Sarang dan | prasarana DAMMAR
Fﬁurlnl aparatur
Aparatur {bulan)
Program Tarsedianya 1 1 1 187 208,000 ] i 185,585,500 ] i 0 | SATPOL | SwiL
Paningkatan pakaian PP
Dialplin dinas untuk DAMKAR
Aparatur Kepals

Daarah
Program Persentase 85 a0 B0 52,436,250 80 T 8,744,400 B0 ap 10454000 | SATPOL | SWL
Paningkatan aparatur .I'P'
Kopasitas yang DAMKAR
Sumber Daya | meninghat
Aparatur SOM  nya

f%)
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